KERJASAMA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DALAM
PENATAAN LORONG GARDEN (LONGGAR) DI KELURAHAN
MATTOANGIN KECAMATAN MARISO KOTA MAKASSAR

Skripsi

2017



Judul Skripsi

Nama Mahasiswa

Nomor Stambuk

PERSETUJUAN

: Kerjasama Masyarakat dan Pemerintah dalam

Penataan Lorong Garden (LONGGAR) di
Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso Kota

Makassar.



ABSTRAK

ANDI RUDINI. Kerjasama Masyarakat dan Pemerintah dalam Penataan
Lorong Garden (LONGGAR) di Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso
Kota Makassar (dibimbing oleh Muhammad Tahir dan Rudi Hardi).

Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalisasikan dan mewujudkan
kerjasama masyarakat dan pemerintah dalam penataan lorong garden
(LONGGAR) di Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso Kota Makassar. Jenis
penelitian yang akan digunakan adalah, penelitian kualitatif.
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PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkembangan wilayah suatu pemerintahan, baik pusat maupun

pemerintahan daerah dipenga he yak faktor. Baik itu faktor penghambat

maupun faktor yang mefg

’- kedua faktor tersebut
kemudian pada .ak¥ :ﬁnﬁ'-." MU Hf"} eputusan pemerintah

setempat. Q'%&FKA S

g \\d‘lﬁ.ﬂ?
iz

J -I:h..*. g*‘mp‘f al

seperti proses perpindahanp

Laju pertumbuhan penduduk yang pesat secara kuantitas, seharusnya selaras
dengan peningkatan secara kualitas. Hal ini diharapkan selaras, sehingga
permasalahan yang muncul sebagai akibat dari peningkatan jumlah penduduk di
seperti kemacetan dan kesemrawutan Kkota, kemiskinan, meningkatnya

kriminalitas dapat diatasi dengan maksimal dan efektif.



Pengembangan wilayah kota dan daerah yang ada di Indonesia, semenjak
Diterapkannya konsep disentralisasi dan otonomi daerah, secara tidak lansung
memberikan peluang yang sangat besar kepada pemerintah kabupaten/kota untuk
memaksimalkan pembangunan secara mandiri. Penerapan desentralisasi dan
otonomi daerah di Indonesia, secara filosofis diyakini mampu mendekatkan

pelayanan masyarakat, mahteraan rakyat dan memupuk

demokrasi lokal. Pilihan kel ieSentralisasikan tugas Negara dan

Provinsi ke

pelayanan

mengalami 2 (dua) kali perub

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, terakhir diubah dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-



Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (2)
yaitu:

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Ne .

d

/5- 555’ MUH*Q intah daerah bahwa
\K\PKA‘S ?11 ang harus
vetapican der, melek ":':r. ok

1 k\h}ﬁrﬁr*!!'f//j R4

."‘:-‘ : Do}
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semakin besar pemerinta ampu untuk mengembangkan
strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan kualitas
pelayanan publik, namun demikian, disadari bahwa pada saat yang bersamaan

pemerintah daerah dihadapkan pada sumber keuangan yang semakin menipis dan

terbatasnya kemampuan untuk menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat. Oleh



karena itu pemerintah daerah dituntut lebih kreatif dalam mengoptimalkan kinerja
dalam segala bidang pemerintahan (Muhammad Chusnul Khitam: 2012).

Terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintah daerah
ditugaskan untuk melakukan penataan daerah sesuai dengan atau selaras dengan

kebijakan stategis nasional. Hal ini merupakan penjelas hubungan antara

pemerintah daerah dan pehwa daerah Dalam pelaksanaan
i I dendai e(erintahan yang baik, pemerintah

atan kesejahteraan bangsa dan
negara. Hal ini tentu tidak akan berjalan efektif jika program yang dirancang
sedemikian rupa oleh pemerintah, bila tidak melibatkan masyarakat sebagali
subjek penting dalam agenda pembangunan nasional.

Hal ini kembali dijabarkan dalam Pasal 354 ayat (1) dan (2), Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Dalam



penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah wajib mendorong partisipasi
masyarakat. Dalam dalam hal ini terkait dengan:
a. Menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada masyarakat;

b. Membantu kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam

penyelenggaraan Pemerintahan :Daerah melalui dukungan pengembangan

kapasitas masyara

ampaian aspirasi;

pengawasan; etentuan peraturan
perundang-undangan. Penjabaran ini sesuai dengan Pasal 354 ayat (3) dan (4) UU
Pemerintahan Daerah.

Kota Makassar, sebagai salah satu kabupaten/kota yang berkembang di

Indonesia terus melakukan evaluasi kinerja dibidang pemerintahan. Hal ini

terbukti dengan terus meningkatnya perekonomian masyarakat kota Makassar.



Secara sederhana hal ini dapat dilihat dari terus menjamurnya perusahaan
interlokal dan wiraswasta lokal di wilayah kota Makassar. Penataan
perkembangan ekonomi di kota Makassar tentu menjadi perhatian khusus bagi
daerah di Indonesia timur, hal ini tentu tidak lepas dari keberaan kota Makassar

sebagai kota yang paling berkembang di kawasan timur Indonesia. (wawancara

bersama kepala Dispenda Kota Maka&s3
Penyusunan rencar /

tanggal 10 September 2016)

engendalian penyelenggaraan

pembangunan berkelan) gkungan.  Semangat otonomi
daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia telah
membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan
pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup. Hal ini dikarenakan kualitas lingkungan hidup yang menurun akan

mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya,



sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang
sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.
Hal ini kembali dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Tentang Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu pasal 1
ayat (2):

Perlindungan dan penn hidup adalah upaya sistematis
dan terpadu yang dilakukéas awfungsi lingkungan hidup dan

mencegah terjad "! n» gkungan hidup yang

4 SKASS 4 “\
. t“lr

' hen -.-%\};@HM f// Ve Hal ini

Hidup manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan Tanah, air, udara,
tumbuhan, dan binatang yang hidup disekitar tempat tinggal termasuk
lingkungan hidup manusia. Lingkungan hidup yang sehat dibutuhkan oleh
manusia. Yang dimaksud dengan lingkungan hidup sehat ialah bersih dari

pencemaran udara, air, dan tanah (Sutidja, 2007:3). Sampah dan limbah dapat



menjadi penyebab pencemaran lingkungan hidup. Membuat udara, air, maupun
tanah tercemar yang dapat meracuni tubuh kita. Oleh karena itu, sampah dan
limbah harus dibuang jauh dari tempat pemukiman, agar lingkungan hidup tidak
tercemar.

Kondisi wilayah perkotaan sekarang ini pada umumnya mengalami
kesulitan dalam menangani masalah/&gbersihan, keamanan dan ketertiban. Hal ini
disebabkan oleh pesatnye / \\ makin bertambahnya populasi

/4: AG l"‘!"IUJ"l’.rl{ \
\.‘ PRAS %

< wah,,,/

program-program Kkerja pemerintahan yang secara lansung menyentuh persoalan

kemasyarakatan yang dianggap dapat menghambat proses pembangunan. Oleh
karena itu pemerintah kota Makassar melibatkan unsur masyarakat secara aktif,
seperti aparatur negara yang berada di kecamatan, kelurahan, RW, RT, tokoh

masyarakat, dan pemuda-pemudi yang ada di Makassar. Sehingga harapannya



perwujudan kota yang berkelas dunia bukan hanya dilakukan oleh pemerintah
melainkan kerjasama yang dibangun oleh pemerintah dan masyarakat. Hal ini
karena masyarakatlah yang lebih mengetahui persoalan-persoalan yang ada dalam
lingkungan kemasyarakatan.

Salah satu sasaran utama pemerintah kota Makassar yaitu terkait dengan isu
lingkungan hidup. Kota .-g dikenal dengan tingkat polusi dan
pencemarannya sangat .tifig .\-r. A, yang dapat menimbulkan
pencemaran bai /\ﬁ’Ps‘,E’ MUH#’-} :;b* ahal, salah satu kriteria
wilayah up -‘/{é:é*%‘kkpujﬂhsl '

) .

masyarak \"'&‘
T
ing

"
\\
peraturan perundang-
undangan tentang perlindungan dan pengeloaan lingkungan hidup, yaitu Pasal 67
bahwa Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan
hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Lingkungan yang buruk akan berdampak buruk pula pada kesehatan, begitupula

sebaliknya lingkungan yang bersih akan berdampak baik pada kesehatan. Oleh



sebab itu sangat perlu ditata berdasarkan etika pembangunan yang tidak
mencemari lingkungan.

Namun terkadang keterlibatan dan partisipasi masyarakat diartikan dalam
kacamata yang sempit. Idealnya, suatu program dikatakan telah berhasil
melibatkan partisipasi masyarakat ketika masyarakat sudah terlibat sejak dari
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pai pada pemanfaatan hasil. Jika makna
partisipasi masyarakat da ,.--/r dioptimalkan, tentu persoalan-
persoalan .ug:./n F:“E' MUH ‘T. \ imalisir. Hal ini karena
lingkungan -/qfu; \*"}KAS ?q& u\

dengan kehidupan
S '** -% 4

ebutuhan dan sumber daya yang
dimiliki oleh pihak yang bermitra.

Berdasar dari permasalahan persampahan yang erat kaitannya dengan
kesehatan dan sesuai survey di lapangan, maka Walikota Makassar dalam rangka
mewujudkan Makassar Green and Clean membuat sebuah kebijakan Makassar

Tidak Rantasa (MTR) dengan gerakan “LISA (Lihat Sampah Ambil)” Sebagai

10



bentuk solusi untuk menangani permasalahan kebersihan yang ada sehingga mulai
dikenalkan kepada masyarakat pada tingkat sekolah-sekolah yang ada di Kota
Makassar.

Gerakan LISA (Lihat Sampah Ambil) adalah salah satu program pemerintah

Walikota Makassar dalam gerakan kebersihan lingkungan. Program ini bergerak

dengan mengupayakan ma apabila melihat sampah harus

etiga aspek tersebut menjadi

bagian penting dalam penataan lorong-lorong yang ada di Makassar. Untuk
memanifestasikan kehidupan lorong garden, maka peran seluruh komponen harus
dioptimalkan, dalam hal ini warga, RT, RW, Kader Posyandu, PKK serta unsur
lainnya seperti organisasi tingkat kelurahan dan pengusaha yang ada di Daerah

tersebut.

11



Kelurahan Mattoangin kecamatan Mariso dengan luas wilayah kurang lebih
1,72 Km?, Jumlah penduduk 7362 jiwa, merupakan salah satu wilayah kelurahan
kota Makassar yang terkategori padat penduduk. Kelurahan Mattoangin sebelah
utara berbatasan dengan kelurahan Kampung Buyang, sebelah selatan berbatasan
dengan kelurahan Bontorannu dan Tamarunang, sebelah timur berbatasan dengan

kelurahan Parang kecamatan Mams ngkan sebelah barat berbatasan

e, i

095) empowerment aims to

increase the fower of disadvantaget. (Pemberdayaan bertujuan memberikan
kekuatan atau kekuasaan kepada orang-orang yang tidak beruntung)
pemberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang

bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang

12



bersangkutan demi mewujudkan keberhasilan sesuatu (pembangunan) yang
diharapkan.

Terkait dengan tugas dan tanggungjawab pemerintah dalam menata
lingkungan, tentu berhubungan pula dengan pemerintahan kelurahan sebagai salah

satu unit pemerintahan kecil suatu daerah. Kelurahan yang merupakan

Optimalisasi pelibatan—poiensi warge ara komprehensif, maka akan

terwujud lorong garden, dalam artian lorong yang bersih, hijau, tertata, aman dari
berbagai gangguan, warganya sadar memilah sampah basah dan sampah kering,
sadar akan ketertiban dan keamanan daerahnya.

Untuk memanifestasikan lorong garden diperlukan tata kelola dan

pengaturan dilorong dalam rangka menciptakan lingkungan yang sehat dan

13



masyarakat yang sejahtera. Berdasarkan pemikiran itulah sehingga permasalahan
ini kami angkat dalam sebuah penelitian karya ilmiah dalam bentuk Skripsi
dengan judul “Kerjasama Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan dalam penataan
Lorong Garden (LONGGAR) di Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso Kota

Makassar tahun 2016. Khususnya lorong 310 Kelurahan Mattoangin dengan

B. Rumusan Masalah

.r-' &5 ML H 4 J » dirumuskan permasalahan
‘ 1&\ K S 914 @n\ a masyarakat

ATy
o '_i,ﬂ_;\_\};.tﬂfa,;/éf %

tahuh 2016
‘; Q L lnﬂ-g .7

N

‘-"

Kelurahan M ﬁﬁ& Btar Q

Y‘

Manfaat yang diharapka

ini adalah sebagai berikut:

1.  Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan
referensi mengenai khasanah ilmu pemerintahan terutama kajian tentang
kerjasama masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan khususnya
mengenai penataan lingkungan dalam pemerintahan kabupaten/kota sebagai

upaya menciptakan lingkungan yang sehat dan masyarakat yang sejahtera.

14



Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi
masyarakat tentang Pentingnya kesadaran dan peran masyarakat dalam
menciptakan lingkungan yang bersih, asri, indah, sejuk dan nyaman.
Sehingga diharapkan dapat memupuk partisipasi untuk menjaga dan

merawat lingkungan hidup demi keberlansungan hidup generasi berikutnya,

sebagai upaya masyaraka ndukung program pemerintah,

Khususnya di Ke dmatan Kecamatan Mariso Kota
Makassar. gpﬁ ';UHA \47\

AS
G WSS

)
= \lh/

'-l'" = h-.-j a1 ‘Ir A=
AN~
i’ 2

N
OB
'\J'/ 'J.*-‘.f' \\“
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kerjasama

Kerjasama merupakan salah beftuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif,
yaitu apabila suatu kelo ;v./\ empunyai pandangan yang sama

interaksi sosial seperti ini merupakan suatu proses dimana individu memerhatikan
individu yang lain atau kelompok menyangkut hubungan keduanya dan saling
memengarubhi.

Sedangkan Sopiah (2008:31) mengungkapkan bahwa tim kerja merupakan
kelompok yang upaya—upaya individualnya menghasilkan suatu Kinerja yang

lebih besar dari pada jumlah dari masukan individu—individu.

16



Ada beberapa pengertian berbeda tapi dengan maksud yang sama tentang
kerjasama, beberapa diantaranya diungkapkan oleh Musselman dan Hughes
(1964) “an association of two or more persons to carry on as co- owners of a
bussines for profit” dan diterjemahkan oleh Alma (1993:56) Partnership adalah

suatu asosiasi atau persekutuan dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu

usaha mencari keuntungan. D

mendefinisikan Kerj ailiki oleh dua orang atau lebih
S MUK, -

secara é\‘P‘KAS
— \\d‘hmf

endapat menurut Madura (2001:36-37)

prinsip transparansi,
akuntabilitas, efektif dan partisipatif sehingga good governance dapat terwujud
dalam kerjasama yang dijalankan. Fleksibilitas kerjasama ideal bagi kerjasama
awal yaitu pertama, kerjasama tidak mengubah independensi organisasi yang
menyeponsori. Kedua, kerjasama melibatkan resiko yang relatif rendah, karena

kerjasama bisa terus berlangsung jika hanya selama partner mau. Ketiga, ketika

17



organisasi yang bekerjasama, mereka belajar tentang satu sama lain. Mereka
seharusnya memahami satu sama lain lebih baik, bisa memprediksi tindakan satu
sama lain, dan memperkuat kepercayaan satu sama lain.

Menurut Charles H. Cooley kerjasama timbul apabila orang menyadari

bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat

yang bersamaan mempunyai an dan kesadaran terhadap diri

sendiri untuk memenuk atingannya. Charles H. cooley
ben ,;:' r.“s I"A'Lj’_"4 \

membagi tiga b
) /Q»' \R\PKAS‘S" 0 anjian  mengenai

e
i~ Droses. penerimeaas I dalam
v > :

Sedangkan Dalam teori sosiologi akan dijumpai beberapa bentuk
kerjasama (Cooperation). Lebih lanjutnya kerjasama dapat dibedakan dalam
kerjasama spontan (spontaneous cooperation), Kerjasama langsung (directed
cooperation), Kerjasama kontrak (contractual cooperation), Serta kerjasama

tradisional (traditional cooperation) (Soekanto,1990).

18



Adapun faktor — faktor pendorong terbentuknya kerjasama adalah menurut

Carles H. Cooley yaitu dilihat dari motivasi seseorang atau suatu kelompok dalam
melakukan kerjasama dengan pihak lain:

1. Orientasi, perorangan terhadap kelompoknya sendiri yang meliputi arah,

tujuan, atau kepentingan-kepentingan lain. Untuk mencapainya setiap

anggota kelompok m 1,dan mengandalkan bantuan dari anggota
kelompoknya. Misali \\ enyelesaikan tugas kelompok.

,.Aépﬁ» ML

5. Menolong orang lain, kerjasama dilakukan semata-mata untuk

meringankan beban penderitaan orang lain tanpa mengharapkan imbalan
apapun.
Dalam  perspektif —administrasi  publik, Osborne dan Plastrik

(Mustopadidjaja, 2003:59), menjelaskan bahwa proses kerjasama pemerintah

19



dengan pihak swasta dan/atau masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan 2

(dua) metode sebagai berikut:

1.

Teknik penalaran strategis dalam penetapan kebijakan melalui pengkajian
pilihan-pilihan strategis (prior option review). Metode ini bertujuan untuk

menentukan apakah fungsi-fungsi atau jenis-jenis urusan pelayanan umum

tertentu yang selama- dan diselenggarakan oleg pemerintah
masih diperlukan ate \\ :

kelembagaan atau pola-keijasama-yang te untuk menyelenggarakan
fungsi pemerintahan atau jenis layanan tersebut. Dengan teknik analisis ini
akan diperoleh gambaran tentang banyak sedikitnya peranan pemerintah
terhadap penyelenggaraan fungsi pemerintahan atau jenis layanan tertentu.
Semakin Kkecil intervensi pemerintah dibutuhkan dalam suatu layanan

tertentu, maka semakin besar peluang kerjasama/kemitraan antara sektor.

20



Kerjasama memang telah menjadi akar budaya masyarakat Indonesia, hal
ini sudah dilakukan turun temurun oleh rakyat, apabila mengingat kodrat manusia
sebagai makhluk sosial, yang artinya bahwa kita tidak dapat hidup tanpa
kehadiran dan bantuan orang lain. Kerjasama atau juga dikenal denga istilah

gotong royong merupakan perwujudan dari pacasila, yaitu sila ketiga Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indefiesia Tahun 1945.
KTl \'- ada beberapa alasan pemerintah

Pada proses
. S MU~
untuk melakukan.sebiah.l« ﬁhm* . .;q
\\
Widodo T / 2 \{\P.KASS,q

H&“‘!n?ff/ A .
3.

ool m

) s

2 sefite, HotUkmendorong Rernwiue i 0C J d
NS o
v S ‘%:f

LB

dalam rangka pembang

dalam rangka pembangunan daerah diperlukan dukungan manajemen
kepemerintahan daerah yang baik, salah satu untuk mewujudkan
kepemerintahan yang baik adalah mewujudkan kesejahteraan sosial bagi

penduduk. Arah dan kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial salah satu

21



diantaranya adalah mengupayakan kehidupan yang layak dan berkeadilan
bagi masyarakat di daerah.

Dalam sebuah kerjasama tidak dapat dipungkiri bahwa ada bahaya dan
ancaman internal maupun eksternal yang akan menguji bahkan menyinggung
kesetiaan kelompok, hal ini akan menimbulkan kekecewaan akibat adanya
beberapa rintangan yang menghadz dibalik itu semua jika rintangan
dihadapi bersama dengar -'-/ eDut,_akan memperkuat persatuan
dalam kelompok .+ ﬁﬂs Mu Huq aa_namun dalam hal ini
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dan Daerah. Menurut Inu Kencana Syafiie (2013) ‘Pemerintah’ jika ditinjau dari
defenisi kata (etimologi), yaitu berasal dari kata dasar Perintah yang berarti
melakukan pekerjaan memerintah atau menyuruh, setelah ditambah awalan ‘Pe-’
yang menjadi Pemerintah, akan berarti badan atau organisasi yang mengurus. Jika
kemudian ditambah dengan akhiran ‘-an’, maka akan menjadi pemerintahan yang

berarti perbuatan, cara atau perihal.
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Menurut W.S Sayre (1960) Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah
sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan
kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter (1977), pemerintah adalah
satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggungjawab tertentu untuk
mempertahankan sistem yang mencangkupnya dan monopoli praktis yang

menyangkut kekuasaan paksaannya

‘-.. g - e \\\J‘hﬁfl
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S w?

Daerah, sesuai dengan Kete
daerah otonom dan daerah yaitu:

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut
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prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah yaitu alat
negara yang menjalankan tugas kekuasaan pemerintah pada suatu wilayah

pemerintahan. Definisi ini sejalan dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat

(2), Undang-Undang Nom4 tentang Pemerintahan Daerah,

dimana dikatakan bahwa=He

edeinana dari dua kata yaitu
Pemerintah dan kelurahan. Konsep dan pengertian pemerintah, seperti yang telah
dijabarkan pada pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, bahwa
pemerintah daerah vyaitu alat negara yang menjalankan tugas kekuasaan
pemerintah pada suatu wilayah pemerintahan. Definisi ini sejalan dengan apa

yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
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tentang Pemerintahan Daerah, dimana dikatakan bahwa pemerintahan daerah

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah.
Selanjutnya, Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/ kota yang

berkedudukan diwilayah kecamatan, sebagiamana dimaksud diatas kelurahan

dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati /

ahan merupakan wilayah

. \'\d !iln‘/
.‘_':: “‘%‘*}"‘1 N2

h!‘nf-

0
W 'qv‘

keluraha. Pemerintah Daera pat mengubah status kelurahan
menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang
ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitupula
sebaliknya, Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa

dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa.
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Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan. Selain tugas itu, Lurah melaksanakan urusan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota. Urusan pemerintahan
disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi

dan peningkatan akuntabilitas. Pelimpahan urusan pemerintahan, disertai dengan

sarana, prasarana, pembiayaelimpahan urusan pemerintahan
ditetapkan dalam pe elian berpedoman pada Peraturan
Menteri. Da nels -F; E?q,.ﬁ MUH@' ,\\_ magsi: (wikipedia, 2014)
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hubungan me Pemerintah Daerah, adalah
penyediyaan pelayanan-pelayanan, yang berorientasi terhadap lingkungan dan
kemasyarakatan. Pelayanan lingkungan yakni: jalan-jalan daerah, penerangan

jalan, pembuangan sampah, saluran air limbah, pencegahan banjir, taman-taman

dan rekreasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Davey, 1988: 21).
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3. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Menurut Bachtiar (2002), Seseorang yang melaksanakan hak dan kewajiban
sesuai dengan kedudukannya maka ia dikatakan menjalankan suatu peranan.
Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan

posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran

an peran yang menerangkan apa

didasarkan pada preskripsi (ketentu

yang individu-indivi

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah mengalami 2 (dua) kali perubahan yaitu
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
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Undang, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Dalam menjalankan peran dari Pemerintah maka
pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, Pasal 217 Ayat (1) UU

tersebut yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi:

a.  Koordinasi pemerintah 4‘31 an pemerintahan.

Pemberian pedoman-tas
! ‘ @
\Wllh/
NN

Gn-’
‘hl.s:?'w“'-"*"i ’f%r- |

+

akan mengakik

a.  Petugas ai bidang kerja atau
wewenang yang masing-masing merasa bahwa suatu pekerjaan tidak
termasuk dalam ruang lingkup kerjanya.

b.  Petugas atau satuan-satuan saling melempar suatu tanggung jawab kepada

pihak lain karena masing-masing merasa bahwa suatu pekerjaan tidak

termasuk dalam ruang lingkup kerjanya.
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c.  Pencapaian tujuan organisasi serba kacau, petugas nampak serba ragu dan
pelaksanaan pekerjaan serba salah, saling berbenturan sering dihapuskan
oleh pekerjaan lain tanpa disadari.

Pedoman penyelenggaran pemerintahan daerah telah diatur dan

dicantumkan pada pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

1945, yaitu:
1)  Negara Kesatuan Replii ag i"atas daerah-daerah provinsi dan
daerah \‘

it iap-tiap Provinsi,
LI o

: Y
2) s Dae iﬂ‘ﬂ'%é)f Il "i‘. gatur dan
3) Peine g Si, dagrah kabt : a'miemiliki Dewan

4) ‘ Py \Walikote | epala pemerintah

5)  Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan
pemerintah pusat.

6) Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan

peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
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7)  Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam
undang-undang.

Hal ini kemudian secara ringkas kembali dijelaskan dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang telah mengalami 2
(dua) kali perubahan, terkait dengan tugas dan wewenang pemerintah daerah.

atahan, setiap tingkatan daerah memiliki
kepala daerahnya masine --‘ \ dibantu oleh seorang wakil
kepala daerah. Jika /-’ﬁhﬁ‘ MUH?" ;{\ asgubernur akan dibantu
- \‘ P"K“AS'? 4)@ dalam hal ini

o \\\d‘hﬁf/
ksai v'*{;\.;‘ 2

Dalam menyelenggarakan pen

sebagai berikut

a.  Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan
daerah yang ditetapkan bersama DPRD;

b.  Mengajukan rancangan perda;

c.  Menetapkan perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD;
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d.  Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD
untuk dibahas dan ditetapkan bersama;

e.  Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;

f. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan perundang-undangan yang

berlaku;

g. Melaksanakan sesuai dengan peraturan

‘-fté’_gf 9

o nala daerah dalam

penyeleng ' Tab " AN O r
Melaksanak UG dall. Kewaliban Delne ana diinya Yyang diberikan

oleh kepala daerah; dan
g. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah
berhalangan.

4.  Kewajiban Pemerintah Daerah
Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang telah

dijabarkan diatas, kepala daerah dan wakil kepala daerah juga mempunyai
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kewajiban seperti yang dinyatakan dalam undang-undang yang sama pada Pasal
27 ayat (1) yaitu:

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat'

c

d

e an perundang-undangan

f. Menjagae f zma dalemipenye \"- aan pemerintahan daerah;
6. Memaifia ‘_._;@ % ey

h ek :

, :

.1['”//
W2 <
l'— mﬁ‘g{ .. * AN daerah

me ‘ﬁ’u" g lain, seperti
dga \ . perti

5 ﬂ@fﬂiﬁ =
yang disebutian dafar , .liiﬁ\ﬂ ahun 2004 yaitu:
Selain m . @ kepala daerah
mempunyai : penyelenggaraan

pemerintahan ' an laporan keterangan

pertanggungjawaban  kepada DPRD, serta  menginformasikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Selanjutnya tentang hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah dijabarkan dalam pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yaitu:
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1) Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Provinsi, Kabupaten, dan Kota, atau antara Provinsi dengan Kabupaten dan
Kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan
keragaman daerah.

2)  Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan

sumber daya lainnya antar Pemg at dan Pemerintah Daerah diatur
dan dilaksanakan ,=f¢.¢/ e
: /. p,‘Ep ML IH,q
%“ 1l h’-nK‘ S" »ﬂ
v 4*
ﬂ‘fn

.-l“'

asarkan undang-undang.

omor 32 Tahun 2004
‘\L. nyata dan

&
or]

Pengertian Partisipa

Konsep partisipasi telah lama menjadi bahan kajian dan telah meluas
sehingga penggunaannya terkadang dipakai untuk visi misi suatu daerah. Konsep
partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan adalah tepat, karena sesuai
dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas

dengan lingkungannya. Ada dua unsur pokok mengapa partisipasi itu penting.
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Pertama alasan etis, yaitu dalam arti pembangunan demi manusia berpartisipasi
sebagai subjek, kedua alasan sosiologis, yaitu bila pembangunan diharapkan
berhasil dalam jangka panjang tidak bisa tidak ia harus menyertakan sebanyak
mungkin orang, kalau tidak pembangunan pasti akan macet (Kodotie. 2003).

Definisi partisipasi dalam pembahasan ini diartikan sebagai partisipasi

perencanaan, pelaksanaa

Sedangkan David C Koren, mengulas tentang pentingnya partisipasi aktif
yang penuh kesadaran dari masyarakat dalam setiap program pembangunan
dikelurahan. Dalam mendefenisikan partisipasi masyarakat perlu dilakukan
dengan hati-hati, karena istilah “partisipasi masyarakat” memiliki pengertian yang

relatif dan dapat dimasuki oleh berbagai kepentingan. Kemudian, Bintoro
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Tjokroamidjojo (rahadjo, 1986:48), mengemukakan pengertian partisipasi dalam
hubunganannya dengan proses pembangunan, strategi dan kebijakan
pembangunan yang dilakukan dengan kebijakan pemerintah.

Hal ini bukan saja berlangsung dalam proses politik tetapi juga dalam proses
sosial yaitu hubungan antara kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat,
keterlibatan dalam memiku an tanggung jawab dalam pelaksanaan
kegiatan pembangunan dalai \'~ dan mobilisasi pembiayaan
pembangunan, kee ‘?LS MUH \

‘%

i \\‘ ﬂﬁ,f//

' *'Tt "rw*u. l!‘ l..l' w; '
=)

=§--_-.--‘

. b
QA

an sosial dan jalannya

partisipasi
dampak

mengerjakannya. , Keterhibate sebut-berupa kontribusi dari masyarakat
dalam melaksanakan kegiatan yang telah disepakati. Ketiga, bersama-sama
memanfaatkan hasil program sehingga masyarakat mendapat keuntungan dari
program tersebut. Sedangkan menurut Totok mardikanto dan poerwoko soebiato
(2013), partisipasi diartikan sebagai keikut sertaan seorang atau kelompok suatu

masyarakat dalam suatu kegiatan.
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Sementara partisipasi masyarakat menurut Godschalk (dalam Yulianti,
2000), merupakan pengambilan keputusan secara bersama-sama antara
masyarakat dan perencana, sedangkan menurut Salusu (1998) partisipasi secara
garis besar dapat dikatagorikan sebagai desakan kebutuhan psikologis yang

mendasar pada setiap individu. Hal ini berarti bahwa manusia ingin berada dalam

suatu kelompok untuk terlibtan. Partisipasi merupakan suatu

#/'" ey

rJ] q’n‘ df ﬂ ..J,l"

menyatakan bahwa:

1.  Partisipasi dalam aktivitas bersama dalam proyek-proyek pembangunan.

2.  Partisipasi sebagai individu di luar aktivitas bersama dalam pembangunan.
Bentuk partisipasi lain yang lebih lengkap dikemukakan oleh Bryan dan

White dalam Ndraha (1983) dimana disamping ada partisipasi dalam pengambilan

keputusan dan pelaksanaan juga terdapat partisipasi untuk pemanfaatan suatu
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proyek. Selain pendapat tersebut, Simanjuntak (1982) mengemukakan pendapat
bahwa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat perlu adanya klasifikasi dari
partisipasi tersebut. Selanjutnya dikatakan Bryan dan White dalam Ndraha (1983)
bahwa partisipasi dapat berbentuk:

1. Partisipasi buah pikiran.

Partisipasi harta dan uang.

L1 *!"3 ﬁ!lt lru'f A
Wity @
&hihﬂfﬁt:!mr'f '{’:;%ﬁﬂf f O

pelaksanaan ini dapat berupa keikutsertaan secara fisik seperti pemberian tenaga
maupun pemberian sumbangan uang dan bahan-bahan material untuk
pembangunan. Tahap ketiga, partisipasi adalah tahap pemanfaatan yakni tahap
dimana masyarakat memperoleh hasil-hasil dari program dan proyek
pembangunan yang telah dilaksanakan. Tahap penerimaan hasil ini merupakan

perwujudan dalam partisipasi. Oleh sebab itu, pada tahap penerimaan hasil

37



diharapkan diikuti oleh tumbuhnya tanggung jawab untuk memelihara dan
menjaga agar hasil pembangunan dapat dirasakan dan mampu memberikan
manfaat sesuai fungsinya, sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat secara optimal
dan berkelanjutan.

Berdasarkan tahapan-tahapan partisipasi diatas, maka dapat di rumuskan

pengertian partispasi iﬁt- m pembangunan adalah keikutsertaan

7§ !
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partisipasi masyarakat merupakan alat dan tujuan pembangunan masyarakat,

dengan demikian ia berfungsi sebagai penggerak dan pengarah proses perubahan
sosial.
Pendapat lainnya tentang partisipasi masyarakat, dikemukakan oleh Cary

dalam Iskandar (1994) bahwa tekanan utama partisipasi warga masyarakat adalah
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pada kebersamaan atau saling memberikan sumbangan akan kepentingan dan
masalahmasalah bersama, yang tumbuh dari kepentingan dan masalah-masalah
bersama, yang tumbuh dari kepentingan dan perhatian individu warga masyarakat
itu sendiri. Partisipasi tidak lain adalah hasil dari konsensus sosial warga
masyarakat akan arah perubahan sosial yang mereka harapkan.

35 erupakan peningkatan mutu dari
0 PR C i

5. Kesukarelaan dan bersifat

Dengan demikian partisipasin
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kan pemikiran dan

masyarakat.

2. Intensitas kehadi ran seseorang dalam berbagai pertemuan masyarakat.
3. Intensitas seseorang dalam memberikan sumbangan dana atau keuangan
bagi kepentingan bersama.

4. Keanggotaan dalam berbagai kepanitian yang di bentuk dalam masyarakat.
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5. Posisi kepemimpinan seseorang dalam berbagai organisasi/ kelompok
kegiatan.
Berdasarkan pendapat tersebut, nampaknya partisipasi masyarakat lebih
dititikberatkan kepada aktivitas seseorang dalam suatu organisasi sebagai

pencerminan daripada partisipasi. Sedangkan menurut Rozen Berg dalam

Tjokrowinoto (1984), parti an keterlibatan mental dan emosional

orang-orang dalam

pll!-g,{i,
%l— 1081

termasuk di sini

memberi iuran atau sumbangan mate

4. Ikut serta mengawasi pelaksanaan keputusan.
Dengan demikian ukuran peran serta masyarakat lebih tepat bila dijelaskan
secara kualitatif. Dalam hal ini partisipasi dapat di definisikan kedalam sebuah
tipologi yang memperlihatkan adanya perbedaan penilaian masyarakat tentang

intensitas keterlibatan masyarakat (Whyte dalam Bourne, 1984). Partisipasi
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masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penyerahan tanggungjawab dapat
di bedakan menjadi (Hamdee dan Goethert, 1997):
1. Tidak ada sama sekali (none): outsider semata-mata bertanggungjawab pada
semua pihak, dengan tanpa keterlibatan masyarakat.

2. Tidak langsung (inderect): sama dengan tidak ada partisipasi tetapi

diambil alih, semakin tinggi pa 3 asyarakat. Dalam lingkungan wilayah,

semakin banyak indi vidu berpartisipasi, maka semakin tinggi partisipasi dalam
wilayah tersebut.

Dalam hubungan dengan pembangunan, khususnya pembangunan di
kelurahan, hal ini berarti keterlibatan mental, emosional, energi seseorang yang

mendorong mereka untuk menyumbangkan daya pikir, perasaan dan lain-lainnya
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bagi tercapainya tujuan secara bersama-sama dengan penuh tanggungjawab
terhadap desa di mana mereka tinggal. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat
dalam pembangunan desa dapat dilihat dalam hal sejauh mana partisipasi,
prakarsa dan swadaya masyarakat yang bersangkutan telah berhasil di penilaian

masyarakat tentangkan dan dibina, di samping hal-hal fisik dari padanya yang

diharapkan.

g

lembaga
sumbangan

partisipasi

melibatkan masyarakat setempat. Hal ini berarti, bahwa masyarakat tidak hanya di

lihat sebagai objek dalam setiap pembangunan, tetapi lebih lebih dari itu,
sasarannya adalah membuat masyarakat sebagai subjek dalam hal ini mitra
pembangunan dalam suatu proses yang berawal dari perencanaan atau penyusun

program sampai pada pelaksanaan bahkan operasi pemeliharaan.
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Pembangunan daerah disadari merupakan tanggung jawab bersama antara
Pemerintah Daerah dengan Masyarakat, sedangkan pemerintah Pusat dan Propinsi
berperan sebagai pendukung dan pembina. Sebagai konsekuensinya, partisipasi
masyarakat merupakan bagian yang penting dari suatu program pembangunan.

Partisipasi masyarakat menitik-beratkan pada sistem nilai yang memiliki

kekuatan untuk memelihara kesei dalam pemanfaatan sumber daya, oleh

karena itu, pembangkitan -/ Kdt=akan memberikan sumbangan
/ hﬁi MU H.nq ﬂi nakan salah satu
< ? eMampuan orang-
v o

A

PO (Syahrir dan
?ﬂ' t salah
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bagi kelanjutan
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beberapa tingkatan, dari yang Ipasi sampai pada kekuasaan
warga. Menurut Arstein dalam Panudju, (1999) penilaian masyarakat tentang
partisipasi atau peran serta masyarakat atau derajat keterlibatan masyarakat
terhadap program pembangunan yang di laksanakan oleh pemerintah digolongkan

menjadi delapan tipologi penilaian masyarakat. Secara garis besar tipologi

masyarakat tentang partisipasi tersebut adalah sebagai berikut:
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1.

Manipulation atau Manipulasi

Merupakan tingkatan penilaian masyarakat tentang partisipasi ini yang

paling rendah karena masyarakat hanya dipakai namanya saja sebagai

anggota dalam berbagai badan penasehat. Tidak ada peran nyata, karena

hanya diselewengkan sebagai publikasi oleh penguasa.

Therapy atau Terapi A

Pada tingkatan ini Japn seolah—olah seperti proses

-/ :2‘.;.,5' MUH,{'_‘ \l api. Masyarakat terlibat

‘,0 \l\rﬁKASSA‘ ditujukan untuk

.-;h

: .;}}}d hhf% /

Consultation atau Konsultasi

Mengundang opini masyarakat, setelah memberikan informasi kepada
mereka apabila konsultasi di sertai dengan cara—cara partisipasi yang lain,
maka tingkat keberhasilannya akan rendah, mengingat tidak adanya jaminan

terhadap ide—ide masyarakat. Tahap ini biasanya di lakukan dengan cara
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pertemuan lingkungan, survey tentang pola pikir masyarakat dan dengan
pendapat publik.

Placation atau Perujukan

Pada penilaian ini masyarakat mulai mempunyai pengaruh, meskipun dalam

berbagai hal masih ditentukan oleh penguasa. Beberapa anggota masyarakat

yang dianggap mampu di kkan sebagai anggota dalam badan

pemecahan

atan tersebut maka

sepihak.
Delegated Power atau Pelimpahan Kekuasaan

Pada penilaian ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat
keputusan pada rencana atau program tertentu. Masyarakat barhak

menentukan program-program yang bermanfaat bagi mereka. Untuk
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memecahkan masalah, pemerintah harus mengadakan tawar menawar tanpa
adanya tekanan.

8. Citizen Control atau Masyarakat yang Mengontrol
Pada penilaian ini, masyarakat mempunyai kekuatan untuk mengukur

program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka.

Masyarakat mempunyai

degrees of

dan citizen

engapa partisipasi
mempunyai sifat yang penting. Pertama, partisipasi masyarakat sebagai alat guna
memperoleh informasi mengenai lokasi, kebutuhan dan sikap masyarakat
setempat, karena tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek- proyek
akan gagal. Kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau

program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan

46



perencanaan, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut
dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut, lalu Ketiga,
merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan
masyarakat mereka sendiri.

Hal ini selaras dengan konsep ‘“mancentred development” yaitu suatu
pentingan manusia, Yyaitu jenis
pembangunan yang - Jaikan nasib manusia dan tidak
- e’{q ﬁhﬁh M”Hq mbangunan akan
17 S ) uﬂ S\ 1

6@\‘( ‘S‘,,q N

&
& &\d‘! ;// I

'--“‘-'.-.."-teu e 'f-:'.-'"f"

pembangunan yang di

eka sendiri, partisipasi akan
menjadi kendala apabila dalam forum-forum masyarakat tidak mempunyai
kekuatan untuk menyalurkan pandangan mereka.

3. Sikap profesional, sikap dari para pelaksana (pendamping dan aparat
pemerintah) harus berpihak kepada masyarakat. Mereka harus percaya

kepada kemampuan masyarakat dan dapat membagi pengetahuannya.
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Belajar dari pengalaman, semua kelompok masyarakat berbeda. Para

pelaksana harus fleksibel dan mau belajar dari pengalaman serta mencoba
beberapa metode dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian kapasitas
dari masyarakat dan institusi dapat berubah dengan sendirinya, mendapat
pengakuan, dukungan dan menambah kepercayaan masyarakat.
D. Konsep Negosiasi dan Sosiali€as
1.  Pengertian Negosi /
Negosiasi ‘5D'S MUH #'l » 3 belah pihak yang

/“ NKASS 4 ’h“\ . P

“\d‘hﬁf//’f

‘.;T WI‘:L‘ _hﬁjl:l.,_j) ‘I‘?}af" #

,‘-?p‘ - .l

perbedaan serta mengemba
saling menguntungkan.
Negosiasi adalah suatu proses dinamis dari penyesuaian atau persetujuan
antara dua pihak atau lebih, membawa tujuan masing-masing yang saling
bertentangan dengan niat untuk mencapai kesepakatan agar sukses meraih

keuntungan maksimum kepada pihak mereka. (Marsh, 2000).
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Sementara Stephen Kozicki mengemukakan Negosiasi adalah sustu seni
dalam mencapai persetujuan dengan memecahkan berbagai perbedaanmelalui
kreatifitas. Tujuan negosiasi adalah antara lain :

1. Untuk menemukan suatu kesepakatan kedua belah pihak

2. Untuk memenuhi harapan/keinginan kedua belah pihak

sesuatu  yang

dinegosiasikan. Pada tahap ini terdpat perbedaan dan potensi perdebatan
yang semakin memanas dan biasanya tidak terkendali disebabkan oleh
kurangnya pengendalian emosi.

4. Konsiliasi, Bentuk konsoliasi adalah melakukan tawar menawar untuk

memperoleh titik temu atau kesepakatan yang betul-betul disepakati dan
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bermanfaat bagi kedua belah pihak. Seperti halnya proses tawar menawar
antara penjual dan pembeli.

Solusiahap dimana kedua belah pihak mulai saling menerima dan memberi,
atau dimana para negosiator mulai menemukan titik kesepakatan bagi kedua

belah pihak dengan cara mereka masing masing dengan mengembangkan

sikap relasional yaitu :ﬁh selalu berorientasi untuk menanggung

bersama dan ..-- ahing member solusi terbaik bagi
kedua belahepil FS MU H \
/ COGPKASS,

i ke \\\,tdlr.;y e f7\7

“@jﬁ el ':.f.f‘,.r" # =

" .*?! At |

dengan kata-kata se

Diam setelah suatu pertanyaan dibuat oleh lawan negosiator.
Menyimpulkan dari waktu kewaktu, dan membuat catatan penting selama
negosiasi

Menyatakan perasaan dan emosi untuk meredakan ketegangan dan

membentuk rasa percaya diri.
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2. Nonconvensional skill cirri-cirinya meliputi :
a.  Menunjukkan salah pengertian tentang maksud pihak lawan dengan
perumusan ulang pertanyaan dan kesimpulan yang salah.

b.  Membesar-besarkan apa yang dikatakan oleh negosiator lawan

c. Menggunakan kata-kata yang over stateman seperti selalu, tidak

justru tidak diizinkan tawa arena perunding harus menekan
kepentingan seseorang untuk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. (Fisher dan
Ury, 1991).

Oleh karenanya dibutuhkan model negosiasi, Lima metode pendekatan

(Mora,1998) untuk gaya negosiasi yang lebih baik untuk mencegah masalah tidak

relevan untuk negosiasi berikutnya. Pada model negosiasi umumnya dibutuhkan
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negosiator yang mampu memisahkan masalah menjadi faktor dasar dan
menganalisa masing-masing bagian dari itu. Setiap negosiator memiliki
kedudukan sendiri, atau menyesuaikan dengan persyaratan untuk menuju
penyelesaian negosiasi. (Fisher dan Ury, 1991).

2. Pengertian Sosialisasi

Ada begitu banyak persepsi ang sosialisasi. Sosialisasi adalah suatu

proses dimana anggot r| normanorma dan nilai-

ﬂ“) to 2009:59).
4) oses belajar

0dasi dan yang
dipelajari adale Tia-norma, ide-ide !z an, pola-pola tingkah
dalam kepribadiannya.

Menrut David A. Goslin berpendapat “Sosialisasi adalah proses belajar yang
di alami seseorang untuk memperoleh pengetahuan ketrampilan, nilai-nilai dan
norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok

masyarakatnya.
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Lewat proses-proses sosialisasi, individu-individu masyarakat belajar
mengetahui dan memahami tingkah pekerti-tingkah pekerti apakah yang harus
dilakukan dan tingkah pekerti-tingkah pekerti apa pulakah yang harus tidak
dilakukan (terhadap dan sewaktu berhadapan dengan orang lain) di dalam

masyarakat. Ringkas kata, lewat sosialisasi warga masyarakat akan saling

mengetahui peranan masing-masind..falam masyarakat, dan kemudian dapat
\'- ial masing-masing itu. Tepat
1 \ ng ada, dan selanjutnya

2 & .
M?_ﬂ f:

.,? Ssuaikan tingkah
<
an

oo

ap ini proses

A umum dan

objektif masyarkat; dalam tahap
ini proses sosialisasi mengarah pada terwujudnya sikap profesionalisme; dan
dalam hal ini menjadi agen sosialisasi adalah lembaga pendidikan, peer group,
lembaga pekerjaan, lingkungan yang lebih luas dari keluarga.

Walau demikian, pada pihak lain, proses sosialisasi itu pun amat besar

pengaruhnya bagi kehidupan warga masyarakat itu sendiri secara individual.
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Kiranya tanpa mengalami proses sosialisasi yang memadai tidak mungkin seorang
warga masyarakat akan dapat hidup normal tanpa menjumpai kesulitan dalam
masyarakat. Jelas, bahwa hanya dengan menjalani proses sosialisasi yang cukup

banyak sajalah seorang individu warga masyarakat akan dapat menyesuaikan

segalah tingkah pekertinya dengan segala keharusan norma-norma sosial. Hanya

b. Person-person yang mempunyai kedudukan sederajat dengan individu-
individu yang disosialisasi. Misalnya saudara sebaya, kawan sepermainan,
kawan sekelas, dan sebagainya.

Seperti yang telah dipaparkan diatas, sosialisasi memiliki banyak persepsi

yang berbeda-beda sehingga penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sosialisasi
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berarti proses belajar seseorang untuk mempelajari norma dan nilai kebudayaan
masyarakat dalam lingkungannya.
E. Pemberian Informasi

Pemerintahan di seluruh dunia pada saat ini menghadapi "tekanan" dari

berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan

I masyarakat serta dituntut untuk
lebih efektif. Di dala n 2009 tentang Pelayanan
Publik dalam bagfs ..,ip% MUH A

wa membangun
kepercayag /Q/Qb \FK ~S i 4)@1 o ah, penyelenggara
ukn

partisipasi aktif dalam pemberlan ¢

pengolahan data, mene
mengolahnya (processing), dan menghasilkan keluaran (output) berupa informasi
sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang berguna dan mempunyai nilai
nyata yang dapat dirasakan akibatnya baik pada saat itu juga maupun di masa

mendatang, mendukung kegiatan operasional, manajerial, dan strategis organisasi
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dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dan tersedia bagi fungsi
tersebut guna mencapai tujuan.

Bentuk penyajian informasi yang dimaksud tentu dilakukan dalam berbagai
metode. Salah satu metode penyampaian informasi yang paling umum digunakan

yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan

dari kehidupan manusia. Bai kthk individu Mupun makhluk

sosial. Sebagai makhluk elakukan komunikasi intra
personal terkait ke A

informasi, kom
Komunikasi itu akan berjalan-eie ke dak ada noise atau gangguan yang
terjadi.

Hartono dan Manihuruk (2012: 24), menjelaskan bahwa pesan atau
informasi yang baik yang disajikan oleh suatu orang/ badan/ organisasi harus

dapat diidentifikasi dari isi pesan, nilai guna, dan hambatannya.
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Terkait dengan pemerintah daerah, dalam melaksanakan program
pemerintahan yang berhubungan lansung dengan masyarakat kelurahan, maka
penyampaian informasi dilakukan melalui satuan kerja pemerintah kelurahan.
Informasi yang disampaikan kepada masing-masing kelurahan harus tepat dan

jelas sehingga perencanaan peningkatan pelayanan publik mendapatkan sambutan

yang baik bagi masyarakat. Peran G n kelurahan dalam meningkatkan

pelayanan publik harus_s <

/ dah ditentukan. Informsi yang
sesuai perlu pen *- Fr iy MUH i‘l \ .
\,&.hS,, ,ﬂ

2fjanya dengan

publik oleh

lembaga maupun
informasi-informasi  yang meinpengaruii ak i individu. Dengan
memperluas saluran transparansi yang ada selama ini dipemerintahan maka
pengawasan akan lebih baik dari pemberi amanah dalam hal ini Dewan
Perwakilan Daerah dan masyarakat sehingga tingkat pencapaian Kinerja

pemerintah dapat lebih baik.
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Banyak penelitian dan pendapat yang mengatakan bahwa terdapat kaitan
penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam meningkatkan Kinerja
pemerintahan yang baik. Rahmanurrasjid (2008:146-147), mengatakan penerapan
azas akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

mengharuskan pemerintah memberikan pertanggungjawaban dan informasi

'L

t.’“"“

.....

dang-undangan
Py o AT

dalam pengelc 2ai rel ] . kepada aparatur

pengelola pemerintahan U adap hak masyarakat dalam

memperoleh informasi seluas-luasnya dengan benar, jujur dan tidak diskriminatif

tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kewajiban aparatur pengelola

pemerintahan untuk memberikan informasi ini kepada masyarakat, sehingga

masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengetahui, memberikan masukan,

mengevaluasi dan menilai, sehingga akan menjadikan aparatur lebih bekerja hati-
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hati sesuai dengan ketentuan yang ada. Secara naluri aparatur juga ingin mendapat
penilaian dari publik akan kualitasnya dalam bekerja. Alasan ini akan menjadikan
aparatur pemerintah akan menampilkan Kkinerja terbaiknya dalam menjalankan
tugas dan tanggungjawabnya sehingga dia akan bekerja sesuai dengan ketentuan

yang berlaku, maka dengan sendirinya kinerja pemerintah daerah juga akan baik.

Pengawasan dan penilaian publik ak .u tekanan bagi aparatur pemerintah

dalam bekerja sehingga z / arjanya dengan bekerja sebaik-
baiknya seh K [netingkatkanskinerja pemerintahan
PN

/.gf"%“‘

a.  Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera, berbudidaya dan
berkeadilan.
b.  Terselenggaranya pemanfaatan ruang dan wilayah yang berkelanjutan

dan berwawasan lingkungan hidup sesuai dengan kemampuan daya
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dukung dan daya saing lingkungan hidup, kemampuan mayarakat dan
pemerintah serta kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

c.  Terwujudnya keterpaduan dan penggunaan sumber daya alam dan
sumber daya buatan dengan memperhatikan sebesar-besarnya sumber
daya manusia.

d. Terselenggaranya pengaturdia pemanfaatan ruang pada kawasan lindung

=

dengan sistem re

Wali kota Makassar kemudian menjabarkan visi-misi pembangunan kota
selaras dengan Perda Nomor 6 tersebut, yaitu dalam program MTR (Makassar
Tidak Rantasa) yang berorientasi pada lingkungan kota Makassar yang bersih,
apik, tertata, jauh dari tingkat kriminal dan kehidupan masyarakat sejahtera,

diwacanakan dalam program lorong garden.
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Pemerintah kota Makassar Mengaharapkan, melalui program Gerakan
Makassar Tidak Rantasa, menginginkan program lorong garden merupakan
program wujud nyata, komitmen, dan tingginya kepedulian pemerintah kota
Makassar dalam menjadikan Makassar sebagai kota dunia. Program lorong garden
(LONGGAR) ini diharapkan bisa menjadi inspirasi dan pelecut semangat segenap

warga kota Makassar dalam mewujudkan

akassar dua kali lebih baik.

egara yang menyebabkan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Atas dasar ketentuan tersebut maka didalam penataan lorong garden harus
melibatkan pihak-pihak yang bertanggung jawab, dalam hal ini, pemerintah kota,
pemerintah kelurahan serta masyarakat daerah tersebut agar kiranya dapat bekerja

sama dalam mewujudkan suatu yang dimaksudkan oleh Walikota Makassar.
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Tujuan penataan lorong garden adalah Untuk mengembangkan individu,
keluarga, kelompok ataupun komunitas dari keadaan atau tidak kurang berdaya
menjadi mempunyai daya guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Tujuan
utama penataan lorong garden adalah meningkatkan kondisi atau taraf hidup
masyarakat terutama pada lingkungan komunitas yang bersangkutan. Bertolak

dari sisi pemerintahan di kothal ini Walikota Makassar (Muh.
Q0ka

Ramdan Danny PomantQ)~Sci

) /{;%,5 Mu“rﬂ destinasi para tamu dari

lorong garden

Menelaah peratura

2. Menelaah program pemerintah kota Makassar dalam mewujudkan
Makassar Tidak Rantasa
3. Menelaah Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
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4. Menelaah bentuk-bentuk kerjasama antara pemerintah dengan
masyarakat.

5. Membuat pedoman observasi untuk melihat hasil kerjasama antara
masyrakat dengan pemerintah.

6. Menyiapkan sarana pendukung.

b.  Tahap pelaksanaan pe
1. Memulai penelititi 2ng,telah ditentukan.

2.

kelurahan, tokoh

penelitian, dalam kajian te elah dikemukakan ba adanya pendekatan
yang efektif antara masyarakat dan pemerintah dalam menangani kasus penataan
lorong garden.

Lorong adalah suatu jalan kecil tempat para masyarakat beraktifitas, namun
jika lorong yang tertata apik, bersih dan asri, maka akan menghasilkan

pemandangan yang baik pula begitupun dengan peningkatan taraf hidup

63



masyarakat akan menjadi lebih baik karena kondisi lingkungan akan jauh dari
tingkat kriminalitas, warga akan sadar dalam memilah sampah, sehingga
kesejahteraan warga akan lebih baik pula.

Pola ini mengarah pada pemerintah, terkesan mengetahui segala kebutuhan

masyarakat dengan adanya konsultasi dan peran serta masyrakat dalam

PENATAAN LORNG

1) Kebersihan lorong
2) Sanitasi lorong
3) Penghijauan lorong

Gambar 1. Skema kerangka pikir

64



H. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada peneltian ini adalah Peran Pemerintah Kelurahan
dalam Penataan Lorong garden di kelurahan Mattoangin kecamatan Mariso kota
Makassar, dalam bentuk:

1. Kerjasama pemerintah dengan masyarakat di Kelurahan Mattoangin

dapat dilihat dari: 1) kebersiiie Ag-yang tetap dijaga dengan pengadaan
tempat sampah dan membuat jadwal kebersihan dengan melibatkan
masyarakat dengan pemerintah,2) sanitasi lorong yang tidak tercemar
dengan pemukiman penduduk sehingga masyarakat terjaga dari berbagai

macam penyakit, dan 3) penghijauan lorong dilakukan dengan menanam
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pohon, pot gantung, dan hidroponik sehingga masyarakat produktif dan
mampu menjadikan lorong sebagai sumber penghasilan.
Pemerintah yang di maksud adalah pemerintah Kelurahan Mattoangin dan

pemerintah Kecamatan Mariso serta pemerintah Kota Makassar yang

melaksanakan program penataan lorong garden.

~Ara
i Hd

L2 o R
NS\ -
N,

Kelurahan, RT, dan RW kemudian disalurkan kepada Masyarakat.
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan dan berlokasi di lorong 310 RT. 03

persoa , ng lansung
' e 2 2tk menjadi

kualitatif adalah penelitia iptif dan cenderung
menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan
dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar
fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga

bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan

sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Tipe penelitian yang akan digunakan

67


http://id.wikipedia.org/wiki/Deskripsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Teori
http://id.wikipedia.org/wiki/Fakta

dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif
kualitatif mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana
adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara
obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.

C. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud

dl tian adalah subjek dari mana data
dapat diperoleh. Dimana,d / Ry [ ,

w G MUK,
yaitu : -‘P;
1. / 6\ ?K awancara yang

e

v hu_g ‘xw

}&,.- m H an pustaka, dan
,..q,
//l"l“l

‘or.'k £ AN yaitu, informan

tentang Kerjasama pemerintaf-¢ 2 at~dalam program lorong garden di
Kelurahan Mattoangin.

Informan tersebut dipilih sebagai informan kunci. Dasar pemilihan ini
karena dianggap merupakan representasi dari masing-masing pihak yang
berkaitan langsung dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dan juga

dianggap lebih memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih lengkap dalam
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memahami permasalahan Kerjasama pemerintah dan masyrakat dalam program
lorong garden di Kelurahan Mattoangin.

Adapun informan dalam penelitian tersebut berjumlah 8 (delapan) orang
yang terdiri dari Pemerintah Kelurahan Mattoangin, ketua RT, ketua RW, dan

ketua LPM serta warga masyrakat lorong 310 Kelurahan Mattoangin. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada table beriku

Nama Informa

'U'U'U|_§
—

L/P

terlibat dalam mengusahakan dana penelitian lapangan, merekrut dan melati
pewawancara, menetukan sampel dan mengumpulkan data di lapangan yang
banyak memakan energi dan waktu. Menggunakan teknik aksidental yaitu siapa
yang ditemui saat penelitian, maka itu yang dijadikan sebagai sampel.

1. Observasi, penulis melakukan penelitian langsung ke objek penelitian untuk

melihat aktifitas sesungguhnya yang dilakukan pemerintah kelurahan, serta
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masyarakat Kelurahan Mattoangin yang bertempat tinggal dilorong 310 RT.
03 RW.01

2. Wawancara, penulis mengadakan dialog langsung dengan informan yang
dinilai dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat mengenai hal

yang menyangkut kerjasama masyarakat dengan pemerintah dalam penataan

lorong garden di kelurahan N
penulis secara lisan.eli

gttoangin. Pertanyaan yang di sampaikan

h, buku-buku, literatur

o kerjasama
"‘L 2san dalam

dengan mepggambz »:u- an + sama masyarakat
dengan pemeript ’Pp{p*@rﬂm Hﬂ ﬁh‘

Analisis ‘data merUpakan-—bagian—yang~sangat penting dalam metode
penelitian, karena dengan analisis dapat tersebut diberi makna dan arti yang
berguna dalam pemecahan masalah penelitian. Adapun langkah-langkah yang
dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1.  Editing, adalah meneliti kembali catatan setelah kembali dari lapangan.

Data-data diperoleh, dikumpulkan, direduksi, dipilih, kemudian data yang
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relevan dirangkum dengan permasalahan peneliti.

Klasifikasi, yaitu mengelompokan data-data sesuai dengan masalah yang
diteliti.Langkah ini dilakukan agar data yang telah diperoleh dapat
dikelompokan sehingga merefleksikan permasalahan yang ditentukan.
Tabulasi Data, yaitu menggolongkan data ke dalam kelompok-kelompok
sehingga penelitian menjadl le l
Intrepretasi, intrepre G0

A 2wyang lebih luas dari data yang
» /rr 5 M u“/.ﬂ \ akj hasil wawancara dan

kekuatan atau ketidakakuratannya.

Triangulasi waktu, triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengumpulan

data.

71



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Keadaan Wilayah Adminstratif Kota Makassar

Secara geografis kot erletak di antara 119°24°17°28> Bujur

sitiliki batas wilayah administrasi
-,‘ Maros, sebelah
-'fJ'r{) Srbatasan dengan

Al
ef b;?‘ 3 ‘

atan Ujung Pandang

Baru, Kecamatan Ujung Kecamatan Tamalate
dan Kecamatan Mariso.Kota Makassar merupakan kota yang terbanyak jumlah
penduduknya di Sulawesi Selatan. Aktifitas perekonomian di Sulawesi Selatan
lebih banyak terpusat di Kota ini. Tidak heran kalau kemudian kota ini menjadi

pusat perekonomian sekaligus sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi

Selatan.
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Berdasarkan pengamatan dilapangan, Kelurahan Mattoangin, kecamatan
Mariso, kota Makassar memiliki luas wilayah kurang lebih 1,72 Km? dengan
Jumlah penduduk 3269 jiwa, yang berbatasan sebelah utara dengan kelurahan
Kampung Buyang, sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan bontorannu dan
Tamarunang, sebelah timur berbatasan dengan kelurahan parang kecamatan
Asan, dengan laut selat Makassar. Kelurahan
Mattoangin menjadi Strat \- dengan kecamatan Mamajang,
dan kelurahan M / 5 MUHQE’\ he

/Ja MAS...,
0
\\\d! "uy

a "‘"P e \ | GIEG 01"
*b eCi 4‘) Al .
,.-l"

mamajang dan sebelah barat berba

jumlah 9 (sembilan)

s

Sarana pendidikan k miliki 4 sekolah dasar. Jumlah
murid keseluruhan dari empat sekolah yakni 1.177 murid. Tenaga pengajar dari
empat sekolah berkisaran 24 orang (guru). Sedangkan saran kesehatan kelurahan
hanya memiliki tempat dokter praktek jumlah 3 orang dan tempat bidan praktek

jumlahnya 2 orang membuka. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel

berikut.
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Tabel 2: Keadaan Wilayah Kelurahan Mattoangin

No. | Keadaan Wilayah Jumlah Ket

1. | Luas wilayah 1,72 Km®

2. | Penduduk 3269 Jiwa

3. |RW 4 Wilayah

4. |RT 16 Wilayah

5. | Sekolah Buah

6. Orang

7. Masjid/Gereja
8. Wilayah

Ylot -("

Sebagai salah satu kota paling maju di wilayah timur Indonesia, kota
makassar terus melakukan evaluasi kinerja dari tahun ke tahun. Salah satu hal
yang menjadi fokus utama pemerintah kota Makassar yaitu persoalan kebersihan
lingkungan kota. Soal kebersihan lingkungan merupakan isu yang selalu menjadi

perbincangan setiap kota besar di Indonesia dewasa ini, hal ini menunjukan akan

74



pentingnya lingkungan dimana kita menjalankan aktifitas hidup dan kehidupan
kita sehari-hari.

Dalam konteks tersebut, wali kota Makassar beserta jajarannya menjalankan
terus melakukan evaluasi kinerja khususnya dibidang kebersihan lingkungan. Misi

wali kota Makassar yang ingin menjadikan Makassar sebagai salah satu kota yang

iltasi melalui hal terkecil yaitu lingkungan

memenuhi standar dunia, harus di evaita .
Beberapa program ya / i “kebersihan lingkungan telah

dicanangkan oleh / ?\5 MUH"I d-vaitu, Makassar Tidak
Rantasa’, @ai - p-““ASTSJA a swLorong Garden

.|h,

'h - -
_I-u\:!?, L1 A ¢ 0nasia dapat

Kut melibatkan masyarakat kota
makassar secara lansung dalam melakukan pengawasan program pembersihan
lingkungan. Hal ini bertujuan agar masyarakat terus termotifasi untuk mencintai
kebersihan lingkungan kota makassar sehingga program pemerintah untuk menuju

kota berkelas dunia dapat terwujud ditangan masyarakat.
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan
Sampah, menyebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang untuk
mengelolah sampah di daerah masing-masing. Undang-undang Pengelolaan
sampah Pasal 5 menyebutkan bahwa, Pemerintah dan pemerintahan daerah

bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan

H;ﬂa J%. pasian Keempat Pasal 9,

an- P \ : el d
yaitu: &FKASS4 @

!I!.f/
Ota i ":I ROERVAL K a‘*""@i‘ A
Ly Al st

’

;\\:“!

aten/kota sesuai

tapkan oleh

d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat
pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam)
bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir

sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
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f.  Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan
sampah sesuai dengan kewenangannya.

g. Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat
pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota

sesuai dengan peradangan.

flan, penyusunan sistem tanggap

dengan kebersihan, adanya ang suka membuang sampah
di sembarang tempat dan volume sampah di Kota Makassar juga terus meningkat.
Hal ini tentu akan membawa damapak buruk dalam lingkungan hidup, tidak hanya

dalam bentuk ketidaknyamanan hidup, tetapi juga akan membawa dampak yang

lebih besar seperti bencana alam seperti banjir jika tidak segera diatasi.
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Hasil analisis diatas maka muncullah pemikiran untuk menciptakan sebuah
program yang dapat mengatasi hal tersebut dan dibutuhkan sebuah gerakan yang
dapat menyadarkan masyarakat Kota Makassar untuk selalu menjaga kebersihan.
Maka dari itu Makassar Tidak Rantasa’ merupakan program yang dibutuhkan

untuk mengatasi masalah sampah dan kebersihan di Makassar serta dalam rangka

menyadarkan masyarakat akan cinta&gbersihan.
Makasar Tidak Ra / \ fal)_gerakan yang digagas oleh
walikota dan Q ?\E& MU“JL
pemerintab'G Q'v 2l BT ™
W/ < W

satu upaya untu dibidang khususnya kebersihan,
karena gerakan ini berada diwilayah pemerintah, masyarakat, swasta dan dunia
usaha.

Inti dari program ini adalah perubahan sikap, mental untuk merubahnya ada

beberapa kegiatan sesuai visi-misi bapak Walikota Makassar kemudian

dikembangkan istilah LISA (Lihat Sampah Ambil).
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Selain itu, hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Walikota Makassar yang
mengatakan bahwa Makassar Tidak Rantasa’ itu bukan bahasa indonesia tapi
bahasa makassar yang bersifat sebagai gerakan moral. MTR itu masalah peduli
lingkungan. Pengertian bapak Walikota Makassar (Muh.Ramdan Danny Pomanto)

tentang MTR itu bukan cuma masalah kebersihan tapi dari segala aspek

kehidupan mulai dari kebersihan, bedalstauran dan minum-minum jadi semua hal

of. MUHA . |
Program IMakassg Flph‘ b )B ahw.program cinta akan
.P‘KASSHIQ 4)@4';9} Rantasa ini

Jargon Pendukung »:
Sebagai pendukung pelaksanaan gerakan Makassar Tidak Rantasa’,
Pemerintah Kota juga menggunakan jargon yang dapat membantu tercapainya
Gerakan Makassar Tidak Rantasa’. Jargon yang digunakan adalah LISA (Lihat
Sampah Ambil), MABELO (Makassar Bersih Lorong), MABASA (Makassar

Bebas Sampah) dan Aku Dan Sekolahku Tidak Rantasa.
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LISA merupakan singkatan dari Lihat Sampah Ambil. Jargon ini banyak
dijumpai di spanduk-spanduk, dinding sekolah-sekolah dan dinding-dinding
lorong Kota Makassar. Jargon ini bertujuan untuk merubah prilaku
masyarakat agar setiap kali melihat sampah di sekitar mereka agar segera

memungut sampah tersebut dan membuangnya di tempat sampah. LISA

merupakan jargon yan

A0 program Gemar MTR dalam menjaga

hkan semua elemen yang

. A
-l-‘-r "u_p \/&
L ‘&

Makassar Bebas Sampafi-e vang disingka A merupakan jargon
yang biasa kita jumpai di pojok-pojok jalan Kota Makassar. Jargon ini
ditujuan agar masyarakat Makassar tidak suka membuang sampah di
sembarang tempat. Jargon inilah yang mendukung program Gemar MTR
dalam mengatasi masalah persampahan dan merubah prilaku masyarakat

agar tidak membuang sampah disembarang tempat.
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4.  Aku dan Sekolahku tidak rantasa, merupakan jargon yang berada di
sekolah-sekolah agar selalu hidup bersih dan tidak suka membuang sampah
di sembarang tempat. Pemerintah kota menyadari bahwa salah satu tempat
yang paling efektif dalam membudayakan hidup bersih adalah di sekolah
baik tingkat TK, SD, SMP dan SMA. Para guru sejatinya mendidik

ebérsihan lin

siswanya agar memli

gkungan sekolah dan lingkungan

Kepala dinas Pe N da cersihain Kota enyebutkan bahwa

setiap kecamatan telah telah disediakan mobil truk container tangkasa’ki
semuanya berjumlah 146 unit, mobil truk terbuka berjumlah 96 unit, dan motor
fukuda 3 (tiga) roda berjumlah 574 Unit.

Kendaraan tersebut melakukan operasi pengangkutan dirumah-rumah dan

lorong-lorong sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan disetiap kecamatan.
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Penjadwalan ini penting untuk dilakukan agar pengangkutan sampah dapat
dilakukan secara sistematis, hal ini diharapkan dapat mencegah adanya
keterlambatan pengangkutan atau ada sampah yang dilewatkan. Jadwal
pembuangan sampah yaitu pukul 18.00-20.00 WITA, sedangkan pengangkutan
dilakukan pukul 20.00 WITA. Menurut Kepala dinas Pertamanan dan Kebersihan
Kota Makassar, jadwal ters
diharapkan masyara

di rumah maupup=€i le Stcaia Sederha .-; at dimambarkan dalam tabel

akan kepada masyarakat sehingga

amwmelakukan pembersihan, baik

o \\\-i_.}ll.f%
N H@V ®

melakukan pengangkutan sampah.
3.  LONGGAR (Lorong Garden)

Pelaksanaan program gerakan Makassar Tidak Rantasa ‘memiliki tujuan
untuk merubah pola pikir masyarakat agar tidak rantasa’ (kotor) dalam kehidupan

sehari-hari dan selalu hidup bersih. Untuk mencapai hal tersebut Pemerintah telah
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membuat kegiatan baik ditingkat Kota Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW.
Kegiatan yang dilakukan adalah Lorong Garden (Longgar), Kerja Bakti, dan
Sosialisasi Gerakan Masyarakat Makassar Tidak Rantasa® (GEMAR MTR),
Sampah Tukar Beras.

Penulis akan lebih menjabarkan tentang program Lorong Garden yang
merupakan sasaran dalam ,« lisan skripsi ini. Program Longgar ini
merupakan program yange \ ong kota agar lebih produktif.
Lorong yang ada APL‘E" MUHI‘1 \
tomat, / Q\}\V
an '-.

gengan tanaman sayur,

KASS. /?4!\ -
\\dihluflf ari. Untuk

u' rinte "' C Lorong

menunjang

iskinan juga

penduduk lorong
sebanyak 285 orang dari & ang ada pada lorong
310, dngan panjang lorong 100 meter dan lebar lorong 2 meter. Adapun fasilitas
dari lorong 310 yang di maksud yaitu pengadaan Tempas Sampah, Drainase yang
bersih dan tanaman hijau yang tertata dengan baik dan rapi.

Program longgar merupakan tanggungjawab dari bidang pertamanan dan

penghijauan kota, Dinas pertamanan dan kebersihan yang bertujuan untuk menuju
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tata ruang kota yang nyaman sesuai dengan visi Walikota Makassar Menuju Kota
Dunia yang nyaman untuk semua. Kegiatan ini telah dilakukan pada 13
kecamatan di kota Makassar yakni,Jalan Gunung merapi Kec. Ujung pandang
Lorong 323 Kec. Tamalate, Jalan Dahlia Ir. 310 Kec. Mariso, Jalan Onta lama
Kec. Mamajang, Jalan Maccini tengah Kec. Makassar , Toddopuli 1 Kec.
Rappocini, Jalan Toddopuli * anakkukang, Jalan Borong raya 2 Kec.
Manggala, Jalan dg.ramang \ an Ar. Hakim kec. Tallo, Jalan
L \ ac. Bontoala, dan Jalan
o s
ata ,
& k\\% !!{f/éy _5’... -? : an terus
SZ

“F
.---.'P:‘? s{arKah kareha program Longgar

ang telah

Kota terhadap kegiatan longgar-acalah-uiit s I ota Makassar bersih
tidak hanya di jalan-jalan umum tetapi juga di lorong-lorong jalan. Karena pada
umumnya dikota-kota lainnya saat kita melihat jalan protokol itu sangat bersih
tetapi ketika memasuki lorong di suatu daerah maka akan terlihat sampah yang

berserakan.
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Strategi dilakukan dalam kegiatan LONGGAR (Lorong Garden) yakni
pertama Kerjasama masyarakat dan pemerintah merupakan hal yang paling
berperan dalam menyukseskan Gemar Makassar Tidak Rantasa’. Mewujudkan itu
maka secara konseptual terdapat forum untuk mewadahi kerja sama tersebut

forum tersebut disebut FORKASIH merupakan Forum Kampung Bersih yang

merupakan inisiator ataupu pelaksanaan kegiatan MTR di wilayah

yang sangat penting dala mnenyukseskai akan Makassar Tidak Rantasa’.
Maka dari itu Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Walikota Makassar
mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 660.2/1087/Kep/V/2014 Tentang
Pembagian Wilayah Binaan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pelaksanaan

Program Gerakan Makassar Tidak Rantasa’. Setiap SKPD di Kota Makassar
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memiliki 2-3 kelurahan yang menjadi wilayah binaan Lorong Garden
(LONGGAR) Kota Makassar.

Hal ini penting dilakukan agar SKPD juga ikut terlibat secara pro-aktif
dalam menyukseskan program lingkungan hidup ini. Dengan adanya wilayah
binaan, SKPD dapat memantau secara lansung dan melaporkan perkembangannya
secara berkala. Sehingga dengan i
segera mengevaluasi setiap / iltkan oleh SKPD di lapangan.
/(’psK.MLSJHq'@\@ @ Masyarakat dan
f S .\ \

\‘\}\ ‘c 'i) >AR) Kelurahan

masi tersebut, pemerintah dapat dengan

bersifat
gan yang

< interaksi

direncanakan secara mata dan membawa dampak
yang baik bagi masyarakat yang merasakannya. Program yang hanya baik dalam
perencanaan tetapi tidak dalam pelaksanaan merupakan program yang tidak

diharapkan oleh masyarakat, karena hanya akan membawa pengaruh baruk bagi

kinerja pemerintah.

86



Oleh karena program lorong garden merupakan program yang berkaitan
dengan persoalan lingkungan, dimana lingkungan tersebut tentu berhubungan
secara lansung dengan masyarakat, maka pemerintah makassar sudah selayaknya
dalam menjalankan program tersebut harus melibatkan atau mengikutsertakan
masyarakat.

Secara umum,

Negosiasi adalah suatu-preses-dinamis-dari penyesuaian atau persetujuan

antara dua pihak atau lebih, membawa tujuan masing-masing yang saling
bertentangan dengan niat untuk mencapai kesepakatan agar sukses meraih
keuntungan maksimum kepada pihak mereka. (Marsh, 2000). Oleh karena itu
negosiasi bisa menjadi jalan untuk mendiskusikan jalan yang dinginkan oleh

pihak pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Lorong Garden.
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Selanjutnya, Sosialisasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sosialisasi
adalah proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan
menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya (Surayin, 2003:569).
Diharpakan dengan adanya sosialisasi, masyarakat dapat lebih memahami

lingkungan sehingga dapat menentukan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan

yang akan memberikan dampak positif dalam pembangunan yang

berlanjutan.

.q. 3}5 MUH:‘-‘[ M tepada masyarakat dapat
é PKAS 44.) erasi, manajemen,
= \\‘ Iﬁl.f// v

.~ L‘I,ﬁ‘r_g;{ff

angan Negosiasi,
Sosialisasi da jormasi aka i am bentuk sub bab
sebagai berikut.
1.  Negosiasi dan Sosialisasi

Seperti yang telah dijbarkan sebeblumnya, bahwa Negosiasi adalah suatu
proses dinamis dari penyesuaian atau persetujuan antara dua pihak atau lebih,

membawa tujuan masing-masing yang saling bertentangan dengan niat untuk
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mencapai kesepakatan agar sukses meraih keuntungan maksimum kepada pihak
mereka. (Marsh, 2000).

Konsep ini penting dilakukan agar program kerja pemerintahan yang sudah
disipakan dapat lebih maksimal dalam pelaksanaannya. Hasil wawancara dengan

kepala Kelurahan Mattoangin mengenai negosiasi dari program Lorong Garden.

43 vang dilakukan yaitu:

Menurut Lurah Mattoangin pendeka
. Pendekatan persu' \.-u memberikan pengertian

- = FT /
P0G 2 méngakibatkan

e ok

. | )
ka . . d adanya program
M\

den warga merasa

4. Memberi fasilitas I3

5. Melakukan koordinasi dengan mengumpulkan warga dan memberikan
pengertian serta kesadaran menjaga kebersihan lingkungan. (Wawancara
terbuka penulis dan bapak Fahyuddin Selaku kepala kelurahan Mattoangin,

pada tanggal 1 september 2016):
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Lurah Mattoangin terus melakukan pendekatan persuasif terhadap warga
mengenai program lorong garden (LONGGAR) dengan memotivasi dan selalu
menanamkan pentingnya kebersihan linkungan. Lurah Mattoangin selalu turut
andil dalam pelaksanaan kerja bakti yang dilakukan setiap minggunya.
Berkoordinasi dengan pihak RT/RW supaya terus mengontrol kebersihan
lingkungan warga. Lurah Mattog
pemerintah Kota Maka -..// dmanan dan kebersihan sebagai
pelopor dari pre /(‘lﬁ' MUH#‘ \ asilitas mendukung
?‘qk( Toi iq \ tanaman. Selalu

uga menjalin  komunikasi kerjasama

«’3’ wi*

lorong tetap terjaga supe enahi lorong dengan baik.

3. Kami melakukan kerja bakti tiga kali seminggu dalam menjaga kebersihan
lorong disekitar rumah kami.

4.  Menawarkan konsep penanaman sayur-sayuran atau tumbuhan hijau

lainnya. Kami juga berkerjasama dengan dinas pertanian sebagai asumsi

untuk keperluan program tersebut (Hasil Wawancara terbuka penulis dan
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Hasnatiah Latif Selaku ketua RT.03 kelurahan Mattoangin, pada tanggal 7

september 2016).

Menurut Ibu Hasnatiah Latif, Lorong garden sangat perlu dibuat setiap
lorong yang ada di kota Makassar karena warga memberikan perhatian kepada

lorong masing-masing, kalau setiap lorong yang ada di Makassar, menjalankan

dalam satu minggu mendorong-masyarakat-selalt bergotong royong menciptakan

kebersihan lingkungan. Warga selalu memberikan masukan sepeti halnya
menanam tumbuh-tumbuhan sekaligus sayur-sayuran. Mencoba koordinasi
dengan dinas pertanian dalam melengkapi kebutuhan lorong garden daerah

Mattoangin, adalah beberapa program yang harus dipertahankan bahkan terus
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ditingkatkan demi keberlansungan program Lorong Garden yang baik dan
bermanfaat.

Begitupula hasil wawancara kami dengan Ketua RW.01 Ibu Aisyah Ali
Kalana mengenai negosiasi dari program tersebut. Berikut pernyataan Ketua

RW.01 yaitu:

1.  Melakukan pembentukan pani arden kelurahan Mattoangin.
2. Menjelaskan tentane / ) nya sebagai warga peduli
/ P2 MUH4 -
M‘AS 4

4. u...: “' *~ n sani; 4.:;*}% e
5. e1al ¢ ‘m : 3 J Supaya bisa
) sekaligus

Hadirnya program ini masyarakat semakin produktif antusias dalam
melaksanakan program tersebut. Tanaman yang kami hijaukan lorong tersebut ada
beberapa macam tanaman yang bisa dimanfaatkan. Kami juga menggunakan
konsep tanaman gantung untuk memanfaatkan lahan sempit. Hasil wawancara

diatas menjelaskan negosiasi program lorong garden (LONGGAR) bahwa Warga
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antusias dalam menghadiri pembentukan panitia lorong garden sebagai warga
peduli dengan kebersihan lingkungannya. Memberikan sosialisasi terhadap warga
untuk memahami langkah melaksanakan program tersebut. Warga meyakini
hadirnya program lorong garden membuat warga semakin produktif

mengembangkan lingkungannya. Penentuan jadwal untuk kebersihan sanitasi

pemerintah setempat selalu .f slengan baik. Selalu komunikasi dari pihak

pemerintah setempat agar€i iljan, lorong. Limbah sampah akan

didaur ulang L/{:ﬁ.ﬁ MUH
7 a2
ot

W

tanaman te

S

digagas oleh
orong garden
membersihkan

menanam tanaman obat dan hias. Konsep tanaman gantung untuk
memanfaatkan lahan sempit yang biasa kami hias di dinding lorong. (Hasil
Wawancara terbuka penulis dan Ibu Alfina susanti Selaku Apa kelurahan
Mattoangin, pada tanggal 10 september 2016)

Hasil wawancara diatas menjelaskan negosiasi program lorong garden

(LONGGAR) bahwa Pemerintah setempat selalu memberitahukan dalam
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pembentukan panitia program tersebut. Program sangat bagus untuk selalu
dikembangkan dan pertahankan pastinya dilorong Mattoangin. Program ini bisa
memacu masyarakat semakin produktif selain membersihkan lingkungan juga
membuat kreatif warga dalam mendaur ulang sampah menjadi barang bernilai.

Jadwal untuk kebersihan biasa disusun oleh pihak RT/RW bersama dengan Lurah.

Komunikasi dilakukan biasanya jmglaui via telepon maupun via sms dari

pemerintah setempat.
cara menggantungeeli
g9 6\(
y) & W
[ B |
SR

\\d‘ !}i‘f
q:;::p aluasi diri ¢ Alam

secepatnya dig

Kelurahan Mat

Kami menyambut baik program ini karena sangat bermanfaat bagi
masyarakat dalam berbagai sisi, salah satunya kebersihan lingkungan dan
perkembangan ekonomi. Masyarakatpun ikut senang dengan program ini,
karena dapat dibantu dalam menjaga kelestarian lingkungan, meskipun
sebenarnya menjaga lingkungan adalah hal yang wajib kita lakukan meski
tidak dibantu oleh pemerintah. (Hasil Wawancara terbuka penulis dan Atika
selaku Ketua BKM Mattoangin, pada tanggal 10 september 2016)
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Senada dengan yang di utarakan Atika, mnurut Syarifuddin selaku Ketua
LPM Mattoangin, program ini memang program jangka panjang yang efeknya
dapat dirasakan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya,
masyarakat dapat mendapat hasil ekonomis dari hasil penjualan sayuran hijau

yang ditanam dipekarangan rumah masing-masing. Sedangkan efek yang dapat

gram ini b
X ""’jm
\J‘v; f/f
ul‘v
0S8
"-'

R, .
Cilse e nfert

melakukan wawancara de

elurahan’ mattongin, berikut
beberapa ulasan hasil wawancara yang diperoleh.

Berdasarkan Hasil Wawancara penulis dan warga kelurahan Mattoangin,
Alfina Susanti mengatakan bahwa, program ini membawa dampak yang baik serta
sangat bermanfaat. Dengan program ini, masyarakat ikut terbantu dalam segala

bidang, utamanya dibidang lingkungan dan pemeliharaan tanaman hijau (sayuran)
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yang selanjutnya menghindarkan kelurahan Mattoangin dari ancaman banjir
sebagai akibat dari tersumbatnya gorng-gorong atau selokan. (Hasil Wawancara
terbuka penulis dan Ibu Alfina susanti Selaku warga kelurahan Mattoangin, pada
tanggal 10 september 2016)

Disisi lain, program ini memberikan peluang kepada warga masyarakat
untuk memanfaat lahan penting denge
berupa bibit sayuran d I/ .
sehingga memigi 4/-{?.:\,5 MUH:ﬂ Bahkan jika hasil

W\' ijual sehingga

W .S W KASS .Y
pemeliharadi’ Derki s .\F\- Snennitl N “? d
AN \‘w — \.

endapat bantuan dari dinas pertanian

emudian dapat dikonsumsi

. s

S

Penyajian Informasi pemerintah kepada masyarakat dapat diartikan sebagai

menyajikan informasi untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan
keputusan untuk memantau Kinerja, memelihara koordinasi, dan menyediakan

informasi untuk operasi organisasi, (Abdul Kadir, 2007:114).
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Hasil wawancara kami dengan kepala Kelurahan Mattoangin mengenai
pemberian informasi dari program tersebut. Menurut lurah Mattoangin bentuk
sosialisasi kepada warga tentang lorong tetap bersih dengan cara:

1.  Melakukan konsolidasi dengan RT, RW, tokoh Masyarakat, tokoh pemuda,

dan PKK sebagai pengontrol sehingga menjaga kebersihan lingkungan agar

‘KF** MUM ,
&*AS?qu

) » \\‘ﬁ!ind/; ',

A

garden (LONGGAR) bahwa-Feitama Ka pemerintah setempat
bersama RT/RW, tokoh masyarakat serta ibu PKK saling berembuk untuk
membicarakan persiapan sosialisasi program lorong garden kepada masyarakat.
Setelah sudah konsolidasi dengan pihak-pihak maka melakukan pendekatan
kekeluargaan menginformasikan program tersebut dalam menjaga kebersihan

lingkungan. Anggaran dana dipakai program ini sebagai perlengkapan keperluan
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dibutuhkan warga menjalankan program lorong garden. Terus menggencarkan
informasi kepada warga agar selalu menjaga kebersihan lingkungan. melibatkan
seluruh elemen masyarakat berperan aktif dalam menghijaukan lorong yang
merupakan komitmen untuk bisa bergotong royong menghimbau dengan

melakukan pendekatan emosional agar tersentuh pentingnya juga kerjasama

masyarakat. A
Begitupula hasil waw W t¢etua RT.03 Ibu Hasnatiah Latif

r‘rpc! MUH .- Hasil wawancara
S pKAS 94 KON

‘ CGAR) bahwa:
LR

mengenai  pembe

Jjawal agar

informasi

4.  Biasanya jadwal pembersihan parit/kanal diususun oleh warga menentukan
giliran kelompok warga yang membersihkan.
5.  Informasi sosialisasi dari pengembangan lorong garden selalu ada dari

pemerintah setempat. Idealnya dari lorong garden yakni memang betul-betul
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hijau penuh dengan sayur-sayuran dan tumbuh-tumbuhan untuk bisa

dimanfatkan oleh warga tersebut.

Berikut adalah kutipan lansung dari hasil wawancara penulis bersama
Hasnatiah Latif selaku ketua RT 03, Kelurahan Mattoangin.

Kami bersama warga selalu dilibatkan dalam membenahi kebersihan lorong
utamanya dibagian lorong 310,4RT.03 RW.01 kami sendiri. Warga disini
harus ada orang panutan ntoh dalam menggerakan warga.
Efektifitas penyamp dng, jadwal kebersihan lorong selalu

.%' Aisyah Ali

ﬂ?' sil wawancara
(LONGGAR)
enginformasikan
menjaga kebersihiar nkung ’ nyaman. Sebagali
pemerintah memberikan sumbangsi dan penyuluhan kepada warga dalam
mengawal program lorong garden. Pemberian informasi kepada warga agar
sanitasi tetap terjaga dengan melakukan motivasi salah satunya PHBS (Perilaku
Hidup Bersih Sehat) kepada warga. Selalu melakukan rapat bersama pihak

pemerintah setempat, masyrakat, dinas-dinas terkait beserta LPM agar lorong

tetap hijau dan bersih.
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Pusat penyampaian informasi program ini sudah cukup baik, karena sudah
melibatkan banyak unsur seperti yang telah disebutkan diatas. Berikut
pernyataan/kutipan lansung dari wawancara penulis dan lbu lbu Aisyah Ali
Kalana.

Menginformasikan warga dalam menjaga kebersihan lingkungan agar tetap
bersih yakni memakai metode jdoor to door setiap rumah warga sekitar
lingkungan. pemerintah harus il serikan penyuluhan kepada warga dalam
pengawalan progra / \ an_informasi kepada warga agar

Hasil wawancara diatas menjelaskan pemberian informasi program lorong
garden (LONGGAR) bahwa Pemerintah kelurahan melakukan door to door
menyampaikan informasi kepada warga dalam sosialisasi program lorong garden
supaya bisa menjaga kebersihan lingkungan. Melakukan kerjasama antara warga
dengan pemerintah setempat mengawal program tersebut supaya sesuai harapan

pemerintah Kota Makassar. Kerja bakti tiga kali dalam seminggu terus
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diruntinkan kiranya menjaga kebersihan lorong. Lebih menjaga eksistensi
program tersebut dengan rapat koordinasi beberapa pihak bersangkutan demi
kelancaran program lorong garden.

Sedangkan menurut Atika selaku Ketua BKM Mattoangin, penyampaian

informasi program kerja pemerintah kelurahan Mattoangin kepada masyarakat,

selaku perpanjangan tangan pemerifieh, kota Makassar, telah dilakukan dengan

baik. Hal ini tercermin«tag
melestarikan lingke -G“; ,‘-5 MUH.

mengindikasikan bahwa, Warga-imasyarakai-mendapat pelayanan yang baik dalam
pelaksanaan program Lorong Garden. Berikut kutipan lansung dari hasil
wawancara penulis dan Ketua LPM Mattoangin

Kalau masyarakat mengeluh, itu berarti pelayanan pemerintah baik
pemerintah Kota Makassar atau Kelurahan sebagai perpanjangan tangannya
di satuan pemerintahan terkecil, belum cukup memadai, tetapi sejauh ini
masyarakat Kelurahan Mattoangin sangat menikmati pelaksanaan program
ini karena sangat membatu dalam bidang perekonomian dan kebersihan
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lingkungan. Hal ini tentu mengindikasikan bahwa segala hal yang
dibutuhkan dalam pelaksanaan program ini sudah dijalankan sesuai dengan
prosedur yang ada, dalam hal ini salah satunya adalah penyampaian
informasi (wawancara penulis dengan Ketua RW.01 Ibu Aisyah Ali, pada
tanggal 10 september 2016).

Alfina Susanti warga kelurahan Mattoangin mengatakan bahwa,

penyampaian informasi dari pemerintah terkait dengan pelaksanaan program

ampaian informasinya dilakukan

FS M U HA\‘ at, dalam hal ini ketua RT
P.K A S 34 ge Iw warga Kelurahan
4> o)

‘\dl'hﬂu/ ~ yaitu

informasi yang sampai pada masyarakat dengan baik. berikut kutipan lansung dari
hasil wawancara dengan penulis:

Saya sangat terbantu dengan program ini, program ini tidak banyak neko-
nekonya, Kkita dikasi tanaman hijau, kemudian dibantu diberi informasi
penanamannya dan dibantu dalam perawatannya. (wawancara penulis
dengan Ramlah, warga Kelurahan Mattoangin, pada tanggal 10 september
2016).
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Terlepas dari segala pemaparan hasil wawancara yang ada, pemerintah
sudah selayaknya menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan
semua program program kerja yang ada, begitu pula sebaliknya masyarakat sudah
seharusnya secara pro-aktif ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan
sehingga program yang dilaksanakan dapat diawasi secara sistematis, dengan

| mana mestinya. Hal ini harus

demikian pembangunan dapat berjala
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data, hasil penelitian dan pemaparan dalam penulisan skripsi tentang

Kerjasama Pemerintah dengz

G [} ch
O

dan & jal: ‘ﬁ:
1.
2.
3.

kebersihan lingkungan.

4.  Menyerahkan tugas pengorganisiran program-program kepada pemerintah
kelurahan yang berjalan dengan perencanaan awal yang matang.
Sedangkan Pemberian Informasi kerjasama dari kelompok sosial seperti
RT/RW untuk memberikan informasi mengenai program lorong garden dalam

bentuk:
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Door to door rumah warga

Menunjuk salah seorang warga yang dianggap sebagai panutan untuk
kemudian dijadikan sebagi pusat Informasi.

Membuatkan jadwal kerja bakti, sehingga sekaligus dapt menyampaikan

informasi.

Menggencarkan infor enggunakan elektronik dan kemajuan

teknologi, via

program

sang masif dan

aengan soslalisasi perubahan-perubahan
program dan penyampaian informasi kepada masyarakat, agar setiap
perubahan yang ada dapat memberi dampak positif terhadap pelaksanaan
program Lorong Garden tersebut. harus lebih proaktif dalam
mensosialisasikan kegiatan lorong garden kepada masyarakat agar

kesadaran masyarakat untuk mencintai kebersihan dapat tewujud utamanya
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kebersihan lorong. Selanjutnya Pemerintah harus aktif menjalin kerjasama
dengan semua elemen baik swasta, ormas, utamanya masyarakat untuk
membuat Makassar bersih dan terhindar dari masalah persampahan.

Selanjutnya, untuk masyarakat Kota Makassar khususnya warga Kelurahan
Mattoangin, agar lebih menjaga pola hidup sehat dan lingkungan hidupnya.

Segala bencana dan penyakit yAatkada pada lingkungan hidup adalah akibat

ate / sUdah selayaknya kita ikut serta
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